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Wilayah | Kabupaten Jepara

Tingkatkan Transparansi dan PAD, Pemkab Jepara Terapkan

Pembayaran Non-Tunai

https://radarkudus.jawapos.com/jepara/695551445/tingkatkan-transparansi-dan-pad-pemkab-jepara-terapkan-pembayaran-
non-tunai

JEPARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bersiap menerapkan kebijakan pembayaran

retribusi secara non-tunai atau cashless di sejumlah sektor.

Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah serta meningkatkan

transparansi pengelolaan keuangan.
Kebijakan tersebut direncanakan mulai diberlakukan pada tahun ini.

Target pendapatan Kabupaten Jepara tahun 2025 dipatok sebesar Rp 2,513 triliun, dengan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 555 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab mengandalkan beberapa sumber pendapatan, termasuk
pajak dan retribusi daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD] Jepara, Florentina Budi Kurniawati,
menyampaikan bahwa kebijakan serupa telah sukses diterapkan di beberapa daerah lain di Jawa

Tengah.
la optimistis Jepara mampu mengikuti jejak daerah tersebut.

“Dengan pembayaran retribusi secara cashless, pengelolaan pendapatan menjadi lebih terpantau.
Aliran dana masuk dan pelaporannya bisa diawasi dengan jelas. Selama ini, kami belum memiliki

kontrol penuh terhadap hal tersebut,” ujar Florenting, Senin (20/1).

Florentina menambahkan bahwa infrastruktur untuk mendukung sistem pembayaran non-tunai

telah disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara.

Sementara ity, fasilitas pendukung pembayaran seperti sistem perbankan disediakan oleh Bank

Jateng.

la berharap kebijakan ini dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah sekaligus
meningkatkan PAD Kabupaten Jepara.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk segera mensosialisasikan

kebijakan ini kepada masyarakat,” tegasnya.
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Ketua DPRD Kabupaten Jeparag, Agus Sutisna, turut mendukung langkah ini. Menurutnya, penerapan
pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi digital yang sejalan dengan

perkembangan zaman.
“Kebijakan ini juga dapat meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah,” kata Agus.

Dengan persiapan yang matang, Pemkab Jepara optimistis kebijakan pembayaran non-tunai
dapat segera diterapkan dan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah. (*)
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